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ABSTRAK 

Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan bagian 

dari proses demokrasi yang dirancang dan dimaksudkan untuk menjamin hak-hak 

sebagai warga negara Indonesia terkhusus dalam hak politik. Namun demikian, 

dalam pemilihan anggota BPD di Desa Tlambah Kecamatan Karang Penang 

Kabupaten Sampang Madura tidak terlaksana secara maksimal dalam sistem 

demokrasi, bahkan dalam hal partisipasi masyarakat yang merupakan bagian dari 

demokratisasi desa belum tersentuh sama sekali di tingkatan akar masyarakat paling 

bawah. Meski pada dasarnya partisispasi masyarakat dalam pemilihan anggota 

BPD sudah terjamin dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

Penting masyarakat faham adanya sistem pemerintahan baik secara langsung dari 

lembaga pemerintahan atau pun tidak langsung. Oleh sebab itu, penelitian ini ingin 

mengkaji bagaimana proses demokratisasi dalam pemilihan Badan 

Permusyawaratan Desa di Desa Tlambah Kecamatan Karang Penang Kabupaten 

Sampang Madura? Apakah proses demokratisasi pemilihan anggota Badan 

Permusyawaratan Desa tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 

2014 tentang Desa? 

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (fiel research) yang 

bersifat deskriptif analitik dengan tujuan menggambarkan, menganalisa, dan 

mengkritisi, mengenai keberadaan Badan Permusyawaratan Desa serta pemilihan 

BPD dalam melaksanakan sistem demokrasi di Desa Tlambah. Adapun pendekatan 

yang dipakai adalah yuridis empiris, penelitian ini berusaha menjawab dua 

pertanyaan; Bagaimana proses demokratisasi dalam pemilihan Badan 

Permusyawaratan Desa di Desa Tlambah Kecamatan Karang Penang Kabupaten 

Sampang Madura, dan Apakah proses demokratisasi pemilihan anggota Badan 

Permusyawaratan Desa di Desa Tlambah Kecamatan Karang Penang Kabupaten 

Sampang Madura sudah sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang 

Desa. 

Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa dalam pemilihan anggota BPD di 

Desa Tlambah dilaksanakan dengan sistem perwakilan atau tidak langsung dengan 

tanpa melibatkan partisipasi masyarakat dan tanpa keterwakilan perempuan. Hal ini 

menyebabkan, pemilihan anggota BPD di desa Tlambah kurang maksimal dan 

masyarakat semakin apatis terhadap sistem demokrasi. Dalam hal ini, penting bagi 

pemerintahan desa dan kepanitian pemilihan anggota BPD harus melaksanakan 

sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat desa guna mengakomodir partisipasi 

masyarakat dalam meningkatkan demokratisasi desa dan terlaksananya seluruh 

sistem demokrasi dalam bidang pemilihan anggota BPD sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku. 

Kata Kunci: Pemilihan Anggota BPD, Demokrasi Desa, Partisipasi Masyarakat. 
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MOTTO 

 

“Bernaung dalam lindungan Tuhan dan keridhoannya, tidak harus memaparkan 

keberhasilan dalam seluruh prosesnya, pasrahkan saja seluruh urusan padaNya. 

Karena Dia Maha tahu yang terbaik dan Maha segalanya.” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Demokrasi diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau pemerintahan dari rakyat, 

oleh rakyat, dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci 

tersendiri dalam bidang ilmu politik.1 Di satu sisi demokrasi dipahami sebagai 

sebuah ruang lingkup yang sangat luas. Fenomena demokrasi sangat menarik untuk 

dibicarakan. Apalagi jika dikaitkan dengan kenyataan, bahwa negara Indonesia 

merupakan negara yang sampai saat ini masih menjadikan proses demokratisasi 

sebagai suatu tumpuan.2 Di Indonesia sendiri demokrasi tak dapat dipungkiri lagi 

ketenarannya. Saat sistem demokrasi dijalankan dengan membaik oleh B.J. Habibie 

yang baru diangkat sebagai presiden diawal reformasi, dan berusaha menjembatani 

legitimasi presiden Soeharto dengan menawaarkan pemilu demokrastis, pers bebas, 

kebebasan berorganisasi serta desentralisasi pemerintahan.3 Demokrasi bukan 

hanya sebuah teori mengenai pemerintahan atau negara, tetapi juga merupakan teori 

tentang manusia dan masyarakat manusia.4 Demokrasi juga merupakan suatu 

pandangan hidup yang secara esensial terkandung dalam dasar-dasar moral. Agar 

tidak menimbulkan diktatorisme, kekuasaan (power) dipisahkan atau dibagi-bagi 

                                                           
 1 Aim Abdul Karim dan Neiny Ratmaningsih, Sistem Politik Indonesia, cetakan I 

(Tanggerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015), hlm. 30. 

 

 2 M. Thalhah, Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans 

Kelsen, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 16 (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 2009), hlm. 1. 

 

 3 Aim Abdul Karim, Neiny Ratmaningsih, Sistem Politik Indonesia, Cetakan I (Tanggerang 

Selatan: Universitas Terbuka, 2015), hlm. 42. 

 

 4 Wahyudi Kumorotomo, Etika Administrasi Negara, cetakan keempat (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 1999), hlm. 55. 
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antara pembuat undang-undang dengan pelaksana undang-undang, agar terjadi 

saling mengawasi (chek in power whit power).5 

Salah satu pilar demokrasi dalam menjalankan pemerintahan yang 

demokratis adalah menjalankan prinsip trias politica (eksekutif, yudikatif dan 

legislatif). Hal ini dikemukakan oleh C.F Strong, menurutnya ketiga sumbu ini 

cocok untuk dijadikan asas di negara modern. Dengan adanya ketiga sumbu ini, 

negara Indonesia harus mampu dan bisa melaksanakan kewenangan yang 

demokratis pada unit-unit atau satuan pemerintahan yang lebih rendah dan lebih 

kecil.6 

Berbagai faktor perubahan terjadi yang signifikan terhadap sistem 

pemerintahan Indonesia. Dari yang awalnya menganut sistem pemerintahan yang 

bersifat sentralistis berganti pada sistem pemerintahan yang bersifat desentralistis 

dengan memberikan keleluasaan pada daerah dalam mewujudkan otonomi daerah 

yang luas dan bertanggung jawab. Hal ini teljadi setelah runtuhnya rezim Orde 

Baru. 

Seiring dengan bergulimya reformasi dan demokratisasi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa, sedikit banyak mengalami perubahan. Salah 

satunya adalah dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa sebagai pengganti 

                                                           
 5 Inu Kencana Syafiie, Pengantar Ilmu Pemerintahan, cetakan II Edisi Revisi 2001 

(Bandung: Reiika Aditama 2001), hlm. I36. 

 

 6 Beni Ahmad Saebani dan Ai Wati, Perbandingan Hukum Tata Negara. Cetakan I, 

(Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016), hlm. 36. 
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Lembaga Musyawarah Desa yang dalam perkembangannya sudah tidak mampu 

lagi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. 

Dalam pembentukan keanggotaan BPD dibentuk sesuai dengan bunyi Pasal 

56 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Anggota Badan 

Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan 

keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis; masa 

keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak 

tanggal pengucapan sumpah/janji; anggota Badan Permusyawaratan Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling 

banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. 

Dalam pengisian keanggotaan BPD tercantum dalam Pasal 5 Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan 

Permusyawaratan Desa, anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa 

berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya 

dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau 

musyawarah perwakilan; jumlah anggota BPD sebagajmana dimaksud pada ayat (l) 

ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 

(sembilan) orang; penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa; wilayah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa seperti 

wilayah dusun, RW atau RT. 
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Hal ini juga dimuat dalam Pasal 9 Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2015 

tentang Badan Permusyawaratan Desa disebutkan bahwa Pengisian keanggotaan 

BPD dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung 

atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan; jumlah 

anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan 

paling banyak 9 (sembilan) orang; bagi PNS dan TNI/POLRI yang akan 

mencalonkan diri sebagai anggota BPD harus mendapatkan ijin dari 

atasan/pimpinan masing-masing; peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari 

sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan 

dari Kepala Desa; anggota BPD sebelum memangku jabatannya 

bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh 

Bupati atau pejabat yang ditunjuk; pengucapan sumpah/janji calon anggota BPD 

terpilih dengan naskah sebagai berikut: diawali dengan ucapan “demi allah” untuk 

penganut agama Islam; diawali dengan ucapan “saya menyatakan berjanji dengan 

sungguh-sungguh” serta di akhiri “kiranya tuhan menolong saya” bagi yang 

beragama Kristen/Katholik; diawali dengan ucapan “oom atah pariwesa” untuk 

penganut agama Hindu diawali dengan ucapan “demi sanghyang adi budha” untuk 

penganut agama Budha. Selanjutnya bersama-sama mengucapkan;  

“bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan 

Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan 

seadiladilnya, bahwa saya akan selalu taal dalam mengamalkan dan 

mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara, dan bahwa saya akan 

menegakkan kehidupan demokrasi dan UndangUndang Dasar 1945 serta 

segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang 

berlaku bagi Desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”; 
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Serah terima jabatan anggota BPD dari pejabat lama kepada pejabat baru 

yang diwakili ketua BPD lama dan anggota BPD baru yang tertua atau termuda 

dengan dilengkapi berita acara serah terima yang ditandatangani oleh semua 

anggota BPD baru maupun anggota BPD yang lama. 

Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan bagian dari 

proses demokrasi yang dirancang dan dimaksudkan bukan semata-mata untuk 

mengganti orang yang satu dengan yang lain, tapi lebih dari pada itu. Demokrasi 

sebagai cerminan kehendak rakyat yang diorentasikan untuk mewujudkan 

kehendak rakyat. Namun demikian, setelah kurangnya partisipasi masyarakat untuk 

mengetahui BPD dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap BPD, ini 

merupakan human error pejabat desa yang harus segera diurus dan di pahamkan 

terhadap masyarakat agar supaya demokrasi desa tercapai. Hal ini disebabkan tak 

ada ikut andil secara langsung dari masyarakat dalam sistem pemilihan BPD di 

Desa Tlambah Karang Penang Sampang tersebut. 

Hadirnya system pemilihan anggota BPD seharusnya bisa membantu 

masyarakat desa dalam memahami dan merasakan bagaimana berdemokrasi yang 

dimulai dari bawah atau dari desa. Karena dengan hal itu demokrasi dan demokrasi 

politik akan tercapai sepenuhnya ditingkatan desa. Dari pemilihan kepala desa 

misalnya, sistem politik demokrasi berjalan sebagai mana mestinya dengan 

pemilihan dari rakyat langsung atau demokrasi langsung. 

Perlu diketahui, bahwa dalam demokrasi politik hak seseorang sama dengan 

hak orang lain, baik yang kaya maupun yang miskin, laki-laki dan perempuan sama-
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sama mempunyai hak untuk memilih/berpendapat dan dipilih menjadi anggota 

Badan Permusyawaratan Desa. 

Menurut penulis, ini menjadi isu yang sangat menarik untuk dikaji karena 

terdapat ketidak sesuaian antara apa yang terjadi pada praktik dengan peraturan 

perundang-undangan yang ada. Tidak diikut sertakan atau tidak adanya partisipasi 

masyarakat dalam pemilihan BPD di desa Tlambah merupakan kegagalan dalam 

demokratisasi desa di desa Tlambah. Apabila praktik ini tetap terjadi maka 

kemungkinan besar tidak ada lagi pihak yang dapat mengakomodir aspirasi 

masyarakat desa, dan kemungkinan akan menjadikan desa tlambah sebagai desa 

dengan pemerintahan yang kurang perduli terhadap jalannya demokrasi dan kurang 

berkembang. Maka dari itu, penulis berkeinginan untuk mengkaji dan meneliti 

permasalahan-permasalahan yang menghambat ketidak ikut sertaan masyarakat 

dalam berpartisispasi pada pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa.  

B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah diperlukan untuk mengidentifikasi persoalan yang 

diteliti secara jelas dan mempermudah pelaksanaan penelitian serta dapat menjadi 

pedoman bagi tujuan dan manfaat penelitian dalam rangka mencapai kualitas 

penelitian yang diharapkan. 

Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah yang dikaji dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana proses demokratisasi dalam pemilihan Badan Permusyawaratan 

Desa di Desa Tlambah Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang 

Madura? 

2. Apakah proses demokratisasi pemilihan anggota Badan Permusyawaratan 

Desa di Desa Tlambah Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang 

Madura sudah sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang 

Desa? 

C. Tujuan dan Kegunaannya 

1. Tujuan penelitian  

a. Untuk menjelaskan proses demokratisasi dalam pemilihan Badan 

Permusyawaratan Desa di Desa Tlambah Kecamatan Karang Penang 

Kabupaten Sampang Madura. 

b. Untuk menilai kesesuaian proses demokratisasi pemilihan anggota Badan 

Permusyawaratan Desa di Desa Tlambah Kecamatan Karang Penang 

Kabupaten Sampang Madura sudah sesuai dengan Undang-Undang No 6 

Tahun 2014 tentang Desa. 

2. Kegunaan penelitian 

a. Adapun penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan perangkat 

desa dan masyarakat desa dalam melaksanakan praktik demokrasi di Desa 

Tlambah Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang sesuai 

perundang-undangan. 
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b. Bagi aktifitas akademika dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi 

mereka yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai hal 

tersebut. 

D. Telaah Pustaka 

Dalam melaksanakan penelitian ini, penyusun sudah melakukan 

penelusuran berbagai karya-karya ilmiah baik yang berbentuk buku, jurnal, karya 

ilmiah dan lain-lain yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Dan 

diantaranya sebagai berikut: 

Penelitian yang membahas mengenai tinjaun yuridis terhadap BPD adalah 

skripsi yang disusun oleh Ratna Sofia yang betjudul “Tinjaun Yuridis Peran Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Meningkatkan Demokrasi (Studi Kasus Di 

Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta 

2010)”.7 Skripsi meninjau secara yuridis dan menjelaskan tentang sejauh mana 

peran Badan permusyawaratan Desa dalam meningkatkan demokrasi. Skripsi ini 

belum menyinggung Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai mana yang 

akan diangkat dalam penelitian ini. 

Skripsi yang berjudul “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam 

Penetapan Desa Dalam Mewujudkan Pemerintahan Desa Yang Demokratis (studi 

di Desa Dlangu Kecamatan Butuh, Purworejo, Jawa Tengah) 2004”. Yang disusun 

oleh Tohari. Dalam Skripsi ini menjelaskan tentang peran BPD dalam ikut serta 

                                                           
 7 Ratna Sofiana “Tinjauan Yuridis peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam 

Meningkatkan Demokrasi (studi kasus di Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi daerah 

lstimewa Yogyakarta) 2013”. Skripsi Mahasiswi Program Studi llmu Hukum Universitas Sunan 

Kalijaga (UIN SUKA) Yogyakarta, Tahun 2013, Skripsi tidak dipublikasikan. 
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dalam penetapan suatu peraturan desa yang mengedepankan pada asas demokrasi.”8 

Dalam Skripsi ini penyusun lebih fokus pada peranan BPD dalam penetapan 

peraturan desa dan dalam meningkatkan demokrasi desa. Akan tetapi belum 

membahas pemilihannya anggota BPD. 

Dalam Skripsi yang bejudul “Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam 

Pengembangan Demokrasi Di Desa (studi kasus di desa Gempol Sari, Kecamatan 

Sepatan, Kabupaten Tanggerang Provinsi Banten) 2003”. Yang disusun oleh 

Muhrad. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana mengembangkan potensi-

potensi rakyat desa Gempol Sari dalam ikut berpartisipasi menjalankan sistwm 

demokrasi di Indonesia. Khususnya demokrasi desa sempol tersebut.9 Didalam 

Skripsi ini yang diangkat adalah karakter-karakter masyarakat yang mempunyai 

potensi-potensi untuk mengembangkan demokrasi desa. Penyusun belum melibatan 

dan mengidentiflkasi keseluruhan masyarakat. Melainkan hanya anggota BPD yang 

terkait. 

Dalam jurnal yang berjudul “Kajian Yuridis Peran Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) Dan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang 

Baik Di Desa Balesari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang”. Dalam jumal 

ini membahas peran BPD dalam menciptakan pemerintahan desa Balesari yang 

8 Tohari “Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penetapan Desa dalam 

Mewujudkan Pemerintahan Desa yang Demokratis (studi di desa dlangu kec, butuh, kab, purworejo, 

prov, jawa tengah) 2004”. Skripsi Mahasiswa Program Studi llmu Pemerintahan Sekolah Tinggi 

Pembangunan Masyarakat Desa (APMD) Yogyakarta, Tahun 2009, Skripsi tidak dipublikasikan. 

9 Muhrad “Peranan badan Perwakilan Desa dalam Pengembangan demokrasi di Desa 

(Studi Kasus di Desa Gempol Sari, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tanggerang Provinsi Banten) 

2003”. Skripsi Mahasiswa Program Studi llmu Pemerintahan sekolah Tinggi Pembangunan 

Masyarakat Desa (APMD) Yogyakarta, Tahun 2009, Skripsi tidak dipublikasikan. 
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baik dan tidak menyebutkan pembentukan BPD. Akan tetapi lebih fokus pada 

pemerintahan desa Balesari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang.10 

E. Kerangka Teoritik 

1. Teori Demokrasi 

Istilah “demokrasi” berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti 

rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi adalah 

sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat dan mengikut sertakan rakyat dalam 

pemerintahan negara. Menurut Aristoteles, demokrasi adalah kebebasan setiap 

warga negara untuk saling berbagi kekuasaan.11 

Sedangkan menurut Franz Magis Suseno berpendapat bahwa “demokrasi 

yang bukan negara hukum bukan demokrasi yang sesungguhnya.” Demokrasi 

merupakan cara paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum.12 

Menurut kodratnya, manusia di mana saja dan kapan saja sejak dilahirkan 

sampai meninggal dunia selalu hidup bersama-sama. Manusia sebagai perorangan 

atau individu cenderung untuk berkumpul dengan individu-individu lain. Dengan 

itu, manusia sebagai individu berkumpul dengan individu lain untuk membentuk 

kelompok manusia yang hidup bersama. Karena kecendrungan untuk berkelompok 

                                                           
 10 Nur Rofiq, Kajian Yuridis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala 

Desa Dalam Perwelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Baik; ( Studi Kasus di Desa Balesari 

Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang), Jurnal Untidar, Vol. 1, No. l Tahun 2017. 

 

 11 Beni Ahmad Saebani dan Ai Wati, Perbandingan Hulmm Tata Negara, (CV. Pustaka 

Setia, 2016), hlm. 75. 

 

 12 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, cetakan ke VII (Jakarta PT Raja Grafindo 

Persada, 2011), hlm. 8. 
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ini manusia dinamakan makhluk sosial. Fakta ini sudah diketahui sejak dahulu kala 

dan philosof Yunani Aristoteles menanamkan manusia sebagai zoon politicon 

(makhluk sosial).13 

Sejak awal berdiri Indonesia sudah menjadikan demokrasi sebagai pilihan 

sistem politik. Isi dan mekanisme sistem politik demokrasi Indonesia dirumuskan 

pada batang tubuh UUD 1945, sebagaimana dinyatakan dalam pasal l ayat (2) UUD 

1945 bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilakukan menurut ketentuan 

Undang-Undang. Dan dalam pancasila pun terdapat didalam sila yang keempat 

“kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan 

perwakilan.”14 

Menurut Jimly Asshiddiqie gagasan demokrasi harus berdasarkan atas 

hukum (constitutional democracy) yang mengandung 4 (empat) prinsip pokok, 

yaitu; 

1. Adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama; 

2. Pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas; 

3. Adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama; 

4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme 

aturan yang ditaati bersama dalam konteks kehidupan bernegara, di 

                                                           
 13 Mochtar Kusumaatmaja dan B. Arif Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, (Bandung: 

Alumni, 2000), hlm. 12. 

 

 14 Dahalan Tha’in, Pancasila Yuridis Keratanegaraan, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 

1994), hlm 98. 
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mana terkait pula dimensi-dimensi kekuasaan yang bersifat vertikal 

antar institusi Negara dengan warga negara.15 

Adapun prinsip-prinsip demokrasi yang paling mendasar dan paling umum 

dalam pemerintahan demokrasi yaitu kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk 

rakyat. Konsekuensi dari prinsip umum itu adalah, (1) menolak anggapan atau 

klaim bahwa kekuasaan dimiliki atau ditakdirka untuk dijalankan oleh sebuah 

keluarga beserta keturunannya, atau oleh kelompok tertentu, (2) setiap warga 

masyarakat berhak dan harus berpartisipasi dalam pemerintahan, yaitu dalam 

pengambilan keputusan-keputusan yang bersifat strategis.16 

Berbicara demokrasi desa merupakan akar rumput dari demokratisasi 

nasional.17 Hampir dua dekade terakhir, dihitung sejak reformasi 1998, perhatian 

publik terarah pada sistem dan petjalanan demokrasi ditingkat nasional. Sementara 

di masyarakat paling bawah, demokrasi belum menjadi agenda yang menonjol baik 

dalam regulasi maupun dalam proses politik riil.18 

2. Teori Desentralisasi 

                                                           
 15 Jimly Asshiddiqie, “Demokrasi dan Nomokrasi: Prasyarat Menuju Indonesia Baru”, 

Kapita Selekta Teori Hukum (Kumpulan Tulisan Tersebar), FH-UI, Jakarta, 2000, hlm 141. 

 

 16 Naeni Amanullah, Demokratisasi Desa, buku 3 (Jakarta Pusat: Kementrian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 20l5), hlm. I7. 

 

 17 Demokratisasi adalah suatu perubahan baik itu perlahan maupaun secara cepat kearah 

demokrasi. Demokratisasi ini menjadi tuntutan global yang tidak bisa dihentikan dalam sekala 

Nasional maupun Internasional 

 

 18 Ibid., hlm. 8. 
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Desentralisasi sebagai strategi reformasi adalah suatu strategi politik belaka 

karena maksud yang tersurat untuk mengubah status quo politik dengan 

menyerahkan wewenang dari satu tingkat pemerintahan dan seperangkat aparatnya 

ke tingkat di bawahnya.19 Desentralisasi juga merupakan salah satu konsep dalam 

gagasan dan praktik tentang partisipasi masyarakat.  

Secara etimologis istilah desentralisasi berasal dari bahsa latin yang berarti 

“de” adalah lepas dan “centrum” adalah pusat, sehingga dapat diartikan melepaskan 

dari pusat.20 Pengertian tentang desentralisasi tidak ada yang tunggal, banyak 

definisi yang dikemukakan oleh para pakar mengenai desentralisasi. Menurut 

David K. Hart banyaknya deiinisi tentang desentralisasi ini disebabkan karena ada 

beberapa disiplin ilmu dan teori yang memberikan perhatian terhadap desentralisasi 

antara lain seperti ilmu administrasi negara, ilmu politik, dan teori administrasi. 

Dari sudut ketatanegaraan yang dimaksud desentralisasi ialah penyerahan 

kekuasaan pemerintahan pusat kepada daerah daerah yang mengurus rumah tangga 

sendiri (otonomi daerah).21 

                                                           
 19 Edward B. Fiske, Desentralisasi Pengajaran Politik dan Konsensus, cetakan ke I, 

(Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1998), hlm. 15. 

 

 20 Edie Toet Hendratno, Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme, cetakan 

pertama (Yogyakarta: Graha llmu, 2009), hlm. 64. 

 

 21 Ibid., hlm. 122. 
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F. Metode Penelitian 

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah diperlukan metode penelitian yang 

jelas untuk memodahkan penelitian dan penyusunan laporan yang sistematis. 

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan 

(field research) yaitu : penelitian yang dilakukan dengan mengumplkan data dan 

informasi yang diperoleh dari responden atau suatu penelitian yang dilakukan 

secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.22 Yang bertujuan 

untuk menjelaskan adanya pemilihan Badan Permusyawaratan Desa di Desa 

Tlambah Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang. Dengan mengumpulkan 

semua data dari penggalian data dan kemudian dianalisa bersumber dari lapangan 

yaitu dari pihak-pihak yang terkait yang ada hubungannya dengan pemerintahan, 

anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat di Desa Tlambah 

Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian dalam skripsi ini, bersifat deskriftif analitik dengan 

bertujuan menjelaskan dan menganalisa, mengenai keberadaan Badan 

Permusyawaratan Desa serta pemilihan BPD dalam melaksanakan sistem 

demokrasi di Desa Tlambah kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang. 

Berdasarkan hasil wawancara serta data/arsip yang diperoleh dari kantor 

                                                           
 22 Suharismi Arikunto, Dasar-Dasar Research, (Tarsoto: Bandung, 1995), hlm. 58 
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pemerintahan desa dapat diketahui dengan jelas tentang kesesuaian atau ketidak 

sesuaian tentang pemilihan BPD tersebut dengan sistem demokrasi Indonesia yang 

mengacu pada pasal 56 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 

9 Peraturan Bupati No. 40 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dan 

Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 

2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. 

Metode deskriptif analisis itu dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan 

masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. 

3. Pendekatan 

Pendekatan dalam skripsi ini adalah yuridis empiris yang akan dijadikan 

acuan sebagai pendekatan dalam penelitian ini. Yakni mengkaji data berdasarkan 

norma yang ada, yakni pemilihan BPD dalam melaksanakan proses demokrasi bagi 

warganya dianalisis berdasarkan Undang-Undang yang berlaku serta menggunakan 

kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan masalah tersebut. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunnakan teknik sebagai 

berikut; 

a. Observasi 

Adapun yang dimaksud observasi adalah metode pengumpulan data 

dimana penyelidik mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala 

subjek yang diteliti, baik pengamatan itu dilakukan dalam situai buatan 

maupun situasi yang sebenamya yang khusus diadakan. Dalam 
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observasi ini peneliti akan mengamati secara langsung bagaimana 

dinamika pemilihan Badan Pennusyawaratan Desa dalam melaksanakan 

proses demokrasi desa. 

b. Wawancara 

Metode wawancara (Interview) adalah pengumpulan data dimana 

peneliti mengumpulkan data dengan jalan mengadakan komunikasi 

secara langsung dengan subjek penelitian di lokasi penelitian. 

Wawancara ini dilakukan karena peneliti ingin mendapatkan informasi 

yang lebih jelas dan mendalam mengenai dinamika pemilihan BPD 

dalama proses demokratisasi desa, terutama kepada responden yang 

mempunyai peran kunci terhadap pemilihan anggota BPD yaitu Kepala 

Desa, Ketua BPD, Tokoh Desa, dan Masyarakat Desa. 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data didasrkan pada 

dokumen-dokumen atau catatan-catatan terakhir yang ada apada daerah 

penelitian. Data dapat diperoleh melalui catatan-catatan resmi, seperti 

Undang-Undang, peratulan, media cetak maupun media elektronik.23 

5. Bahan Hukum 

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari: 

1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoriatif, 

artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-

                                                           
 23 Nur Roliq, “Kajian Yuridis Peron Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa 

Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Baik di Desa Balesari Kecamatan Windusari 

Kabupaten Magelang.” Jurnal Untidar No. 37 Vol. (Magelang: Universitas Tidar. 20I7), hlm. 41 
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Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, Undang-

Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No 

47 Tahun 2015 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan 

Permusyawaratan Desa, Peraturan Bupati No. 40 Tahun 2015 tentang 

Badan Permusyawaratan Desa, dan catatan-catatan resmi atau risalah 

dalam pembuatan perundang-undangan. 

2) Bahan hukum sekunder, merupakan semua publikasi tentang hukum 

yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publiksi tentang 

hukum, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jumal-jumal 

hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.24 

3) Bahan non-hukum, merupakan bahan hukum yang tidak bersifat 

autoriatif, bukan berupa publikasi tentang hukum dan bukan merupakan 

dokumen-dokumen resmi. Bahan non hukum, meliputi wawancara, 

dialog, seminar, ceramah dan kuliah.25 

                                                           
 24 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cetakan pertama, (Jakarta: Kencana, 2005), 

hlm. 140. 

 

 25 Ibid., hlm. 164-165. 
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6. Analisis Data 

Analisis data adalah cara bagaimana data yang diperoleh dianalisis sehingga 

menghasilkan kesipulan. Dalam muatan kualitatif analisis data akan menganalisis 

dengan cara menganalisa data tanpa menggunakan penghitungan angka-angka 

melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk memperlengkap 

data yang penyusun inginkan. 

Dalam menganalisis data ini penyusun menggunakan metode deduktif, 

yaitu analisis data dari yang bersifat umum, seperti halnya dari data lapangan, 

kemudian ditarik konklusi yang dapat mengkhususkan menjadi kesimpula yang 

bersifat khusus. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah dalam pembahasan ini agar terarah penyusun 

menggunakan sistematika pembahasan yang diawali dengan pendahuluan dan 

diakhiri dengan penutup. Adapapun sistematika sebagai berikut; 

Bab Pertama adalah pendahuluan sebagai rencana seluruh isi skripsi yang 

dibagi meliputi; latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitan, 

telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahsan. 

Bab Kedua membahas demokrasi dan demokratisasi desa meliputi; konsep 

umum demokrasi dan konsep, otonomi daerah dan demokratisasi desa. 

Bab Ketiga dipaparkan gambaran umum desa Tlambah, meliputi sejarah 

singkat berdirinya Desa Tlambah dan sistem Demokrasinya yang telah berjalan di 

Desa Tlambah. Bab ketiga ini untuk mengetahui kondisi pelaksanaan demokrasi di 
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Desa Tlambah Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 dan Peraturan Bupati No. 

40 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang nantinya akan dianalisa 

dalam bab empat. 

Bab Keempat merupakan analisa terhadap proses demokrasi di Desa 

Tlambah. Dalam bab ini dilakukan analisa tentang pemilihan Badan 

Permusyawaratn Desa, serta kendala-kendala dalam meningkatkan demokrasi 

masyarakat desa Tlambah. 

Bab Kelima adalah penutup dari pembahasan skripsi ini yang terdiri dari 

kesimpulan dan saran-saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan dimuka, penulis dapat 

mengambil diktum kesimpulan proses demokratisasi pemilihan anggota badan 

permusyawaratan desa (BPD) dalam proses demokratisasi desa di desa Tlambah 

Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang Madura menurut Undang-Undang 

No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat dikemukakan dalam 2 hal: 

1. Proses demokratisasi dalam pemilihan Anggota Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Tlambah Kecamatan Karang 

Penang Kabupaten Sampang Madura terlaksana dengan proses 

sebagai berikut; 

a. Kepala desa melaksanakan pembentukan panitia dan ditetapkan 

bersama BPD dan unsur-unsur desa dalam rapat pembentukan 

panitia, dan dalam pelaksanaanya, panitia tidak melaksanakan 

sesuai prosedur yang sudah ditetapkan, terkhusus dalam hal 

partisipasi masyarakat dan keterwakilan perempuan. 

b. Pemilihan anggota BPD di desa tlambah dilaksanakan dengan 

sistem demokrasi tidak langsung dengan tanpa melibatkan 

masyarakat dan tanpa keterwakilan perempuan dalam pemilihan 

tersebut. Hal ini dapat dikatakan gagal dalam menciptakan 
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kehidupan demokrasi yang partisipatif dan gagal dalam 

pendemokratisasian desa. 

2. Tinjauan yuridis proses pemilihan anggota BPD di desa Tlambah 

kurang sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 

tentang Desa. Hal ini disebabkan poin-poin penting dalam proses 

pemilihan anggota BPD di desa tlambah tidak terealisasi. 

Sepertihalnya; partisipasi masyarakat yang dikesampingkan dan 

beberapa asas-asas dalam Undang-Undang tersebut.  

B. Saran-saran 

Untuk meminimalisir kesewenang-wenangan, serta menciptaka motivasi 

terhadap masyarakat desa dalam melaksanakan demokrasi. Penulis dapat 

menyarankan beberapa saran atau langkah-langkah untuk dilaksanakan sebagai 

berikut:  

1. Untuk pemerintahan desa tlambah, sosialisasi terhadap masyarakat desa 

merupakan hal yang mudah untuk dilaksanakan, dan bersentuhan langsung 

dengan masyarakat desa untuk kepentingan demokrasi dan pelaksanaan 

demokratisasi desa, karena warga harus mengetahui siapa perwakilan 

mereka di parlemen desa. 

2. Untuk masyarakat tlambah, masyarakat harus proaktif dalam memanfaatkan 

momen proses demokrasi di desa, guna terciptanya system demokrasi yang 

baik dan juga mampu memberi perubahan masyarakat desa yang lebih baik. 

3. Untuk seluruh elemen yang ada di desa tlambah, seluruh system demokrasi 

yang membutuhkah partisipasi masyarakat di desa tlambah alangkah lebih 
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baiknya dilaksanakan secara langsung dan/atau harus disesuaikan dengan 

amanat perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya transparansi 

antara masyarakat dengan pemerintahan, dan lebih efektif dalam 

menciptakan demokrasi di Desa Tlambah. 
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